
BUPATI BANYUMAS 
PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATl BJ\NYUMAS 
NOMOR S-1 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bah\va untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah Kabupaten 
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, 'l'ugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerab. Kabupaten Banyumas; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahanp<}erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 



Menetapkan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 
2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

·, -.G Pasal 1 

Dalam Peraturan J1aenili 1 ni yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adal~aten Banyumas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banyumas. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. 
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Setda. 
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan ketrampilan tertentu. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalarn jenjang Jabatan Fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Setda merupakan unsur staf. 
(2) Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati. 

Pasal 3 

( 1) Susunan organisasi Setda terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,terdiri dari: 

1. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa; 
b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; dan 
c) Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa; 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana; 
b) Sub Bagian Keagamaan; dan 
c) SubBagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan . dan 

Pemberdayaan; 



3. Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 
b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan 
c) Sub Bagian Kerja Sama; 

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata, Perindustrian, 
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mik.ro, Kecil 
dan Menengah; 

b) Sub Bagian Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup; dan 
c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan 

Penanaman Modal; 
2. Bagian Pembangunan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Bina Program; 
b) Sub Bagian Pengendalian; dan 
c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang danJasa; 

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari : 
a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; 
b) Sub Bagian Analisis Media dan Infonnasi;dan 
c) Sub Bagian Protokol; 

d. Asisten Administrasi, terdiri dari : 
1. Bagian Orgarusasi, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Kelembagaan; 
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan 
c) Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian; 

2. Bagian Umum, terdiri dari : 
a) Sub Bagian Tata Usaha; 
b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 
c) Sub Bagian Keuangan; 

3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia,terdiri dari : 
a) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan; 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional;dan 
f. Staf Ahli Bupati. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Setda tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Setda 

Pasal 4 

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah 
serta pelayanan administratif. · 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Setda 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah; 



c. penyelenggaraan kebijakan Dacrah; 
d. pembinaan dan fasilitasi pcnyclcnggaraan kcbijakan Dacrah; 
e. pclaksanaan koordinasi pclaksanan tugas organisasi perangkat Daerah; 
f. pcmantauan, cvaluasi dan pelaporan pclaksanaan kebijakan Daerah; 
g. pclayanan administratif dan pcmbinaan Aparatur Sipil Negara; dan 
h. pclaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 6 

(1) Asistcn Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Setda, yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten. 

Pasal 7 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang pemerintahan 
desa, pemerintahan urnum, otonorni Daerah dan kerjasama, kependudukan 
catatan sipil, pengendalian penduduk, sat pol pp, kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri, kesejahteraan rakyat meliputi sosial, kesehatan, keluarga 
berencana, keagamaan dan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan 
pemberdayaan serta pelayanan adrninistra tif di lingkungan Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pemerintahan 

desa, pemerintahan umum, otonomi Daerah, kerjasama dan 
kesejahteraan rakyat dan keagamaan; 

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang 
pemerintahan desa, pemerintahan umum, otonorni Daerah dan kerja 
sama, kesejahteraan rakyat dan keagamaan; 

c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan 
Daerah bidang pemerintahan desa, pemerintahan umum , otonomi 
Daerah dan kerja sama dan kesejahteraan rakyat dan keagamaan; 

d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang 
pemerintahan desa, pemerintahan umum, otonorni Daerah dan 
kesejahteraan rakyat dan keagamaan; 

e. pemantt, an, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah 
bidan erintahart"d9sa pemerintahan umum dan otonomi Daerah dan 
kerjas a dan kesejlihteraan rakyat dan keagamaan ; 

f. pengkoordinasian pelayanan administratif di lingkungan Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 



Pasa19 

Bagian scbagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b angka 1, 
angka 2 dan angka 3, masing - ,masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan 
Kescjahteraan Rakyat. 

Paragraf Kesatu 
Bagian Pemerintahan Desa 

Pasal 10 

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pembinaan 
aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa serta pengelolaan 
keuangan dan aset desa. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian 
Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang pembinaan aparatur 

dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa serta pengelolaan 
aset; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan 
aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa serta 
pengelolaan aset; 

c. penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pembinaan aparatur dan 
otonomi desa, administrasi pemerintahan desa serta pengelolaan aset; 

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang pembinaan aparatur 
dan otonomi desa, administrasi pemerintaha n desa serta pengelolaan 
aset; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pembinaan 
aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa serta 
pengelolaan aset; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 
l,huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipirnpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pemerintahan Desa. 

Pasal 13 

Sub Bagian Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusari, koordinasi, pelaksanaa.B--~bijakan, 
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkhltpe binaan 
aparatur pemerintah desa, pembinaan kelembagaan desa, p • erdayaan 
masyarakat desa dan otonomi desa. 



Pasal 14 

Sub Bagian Administrasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait administrasi pemerintahan desa. 

Pasal 15 

Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan aset dan keuangan 
desa. 

Paragraf Kedua 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 16 

Bagi.an Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan perencanaan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan~embinaan, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang sosial, 
kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama; pendidikan dan 
kebudayaan, pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan 
anak. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian 
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang sosial, kesehatan, 

keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pendidikan, kebudayaan 
dan pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sosial, 
kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pendidikan 
dan kebudayaan, dan pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat; 

c. penyelenggaraan kebijakan daerah bidang sosial, kesehatan, keluarga 
berencana, keluarga sejahtera, agama, pendidikan, kebudayaan dan 
pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat; 

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, 
kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pendidikan 
dan kebudayaan serta pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan k~bijakan daerah bidang sosial, 
kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama pendidikan, 
kebudayaan, dan pemuda, o1ah raga, pemberdayaan masyarakat;dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

Sub Bagi.an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {l)huruf b angka 2 
huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat. 



Pasal 19 

Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 
bidang sosial, kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 

Pasal 20 

Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang keagamaan. 

Pasal 21 

Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pemberdayaan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, 
kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. 

Paragraf Ketiga 
Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama 

Pasal 22 

Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan 
perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang 
pemerintahan umum, otonomi Daerah dan kerja sama. 

Pasal 23 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian 
Pemerintahan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: 
a . perencanaan perumusan kebijakan pemerintah Daerah bidang 

pernerintahan urnurn, otonorni Daerah dan kerjasama; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemerintahan 

umum, otonorni Daerah dan kerja sama; 
c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan umurn, otonorni 

Daerah dan kerja sama; 
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum, 

otonomi Daerah dan kerja sama; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang 

pernerintahan umum, otonomi Daerah dan kerja sama; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 24 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, 
huruf a, huruf b dan huruf c rnasing-masing dipirnpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pemerintahan dan Kerja Sama. 



Pasal25 

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengkoordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Prcsiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan batas Daerah, inventarisasi dan 
pembakuan nama-nama rupabumi, hubungan kerja Pemerintah Daerah 
dengan lembaga politik dan penyelenggaraan pemilu, rapat koordinasi 
perangkat Daerah dengan instansi vertikal di Daerah, penyelenggaraan 
administrasi kewilayahan, penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 26 

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang otonomi Daerah 
meliputi penerapan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan, 
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati, 
penyelenggaraan otonomi Daerah, pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, 
pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta pengembangan fungsi dan 
kapasitas Daerah. 

Pasal 27 

Sub Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang kerja sama meliputi 
kerja sama dengan Daerah lain, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian, lembaga pemerintah lainnya, lembaga non pemerintah dan/ atau 
pihak. ketiga. 

Bagian Ketiga 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 28 

(1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Setda, yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten. 

Pasal 29 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, 
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,· evaluasi dan pelaporan kebijakan 
Daerah bidang perekonomian, pembangunan, kehumasan dan keprotokolan 
meliputi pendidikan, tenaga kerja, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 
pertanian ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan petemakan, 
lingkungan hidup penanaman modal, komunikasi dan informatika, 
perhubungan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, perencanaan 
pembangunan, penelitian, pekerjaan umum dan perumahan permukiman serta 
pelayanan administratif di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan. 



Pasal 30 

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Asistcn 
Ekonomi dan Pcmbangunan mcnyclenggarakan fungsi: 
a. pcngkoordinasian pcrumusan kebijakan Daerah bidang pcrekonomian, 

pembangunan, kchumaaan dan kcprotokolan; 
b. Pcngkoordinasian pcnyelcnggaraan kebijakan Oaerah bidang 

pcrckonomian, pembangunan, kehumasan dan keprotokolan; 
c. pcngkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan 

Oacrah bidang perekonomian, pembangunan, kehumasan dan 
keprotokolan; 

d. pcngkoordinasian pcnyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang 
perckonomian, pembangunan, kehumasan dan keprotokolan; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Oaerah bidang 
perckonomian, pembangunan, kehumasan dan keprotokolan; 

f. pengkoordinasian pelayanan administratif di lingkungan Asisten 
Pcrekonomian, Pembangunan, Kehumasan dan Keprotokolan; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 31 

Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 
dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan. 

Paragraf Kesatu 
Bagian Perekonomian 

Pasal 32 

Bagi.an Perekonomian mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang perhubungan, pariwisata, 
perindustrian perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah, pertanian, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup, serta 
pembinaan badan usaha milik Daerah dan penanarnan modal. 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian 
Perekonomian menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang perhubungan, 

pariwisata, perindusrian perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil 
menengah, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup serta pembinaan 
badan usaha milik daerah dan penanaman modal ; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perhubungan, 
pariwisata., perindustrian perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha 
mikro, kecil dan menengah, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup 
serta pembinaan badan usaha milik Daerah dan penanarnan modal; 

c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perhubungan, pariwisata, 
perindustrian perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup serta pembinaan 
badan usaha milik Daerah dan penanaman modal· 

d. pett?b?1aan d~ fasilitasi kebijakan Daerah ' bidang perhubungan, 
P~wtsata,. penndustrian perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha 
mikro, kecil dan menengah, pertanian, perikanan dan lingkungan serta 
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b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

pengendalian dan layanan barang dan jasa; 
pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang bina program, 
pengendalian dan layanan barang dan jasa; 
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang bina program, pengendalian dan 
layanan barang dan jasa; 
pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang bina program, 
pengendalian dan layanan barang dan jasa; 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang bina 
program, pengendalian dan layanan barang dan jasa;dan 
pela.ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
dan f ungsinya. 

Pasal 40 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 
huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pembangunan. 

Pasal 41 

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan d-an fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bida:h.gpenyusunan 
perencanaan pengembangan pembangunan Daerah, pekerja~ umum, 
perumahan, penataan ruang, penyusunan Rencana Strategis Setda, Rencana 
Kerja Setda serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 42 

Sub Bagian Pengendalian mempunyaii tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian 
pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, pelayanan administrasi 
dan teknis pengendalian pembangunan, pemantauan pelaksanaan kegiatan 
Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
Organisasi Perangkat Daerah. 

Pasal 43 

Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 
dalam fasilitasi pengadaan barang dan jasa serta pembinaan jasa konstruksi 
kepada penyedia atau pengguna jasa konstruksi. 

Paragraf Ketiga 
Bagian Hu.mas dan Protokol 

Pasal 44 

Bagian Hurnas dan Protokol mempunyai tugas melakukan perencanaan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang pemberitaan 
dan dokumentasi, analisis media dan informasi, serta keprotokolan. 



Pasal 45 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian 
Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang pemberitaan dan 

dokumentasi, analisis media dan informasi serta keprotokolan dan 
pelayanan ta.mu; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemberitaan dan 
dolrumentasi, analisis media dan informasi serta keprotokolan dan 
pelayanan ta.mu ; 

c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemberitaan dan dokumentasi, 
analisis media dan informasi serta keprotokolan dan pelayanan tamu ; 

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang pemberitaan dan 
dokumentasi. analisis media dan informasi serta keprotokolan dan 
pelayanan tarnu; 

e . pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang 
pemberitaan dan dokumentasi, analisis media dan informasi, keprotokolan 
dan pelayanan tamu;dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 46 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 
huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas 
dan Protokol. 

Pasal 47 

Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberitaan 
clan dokumentasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 

Pasal 48 

Sub Bagian Analisis Media dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Analisis Media dan 
Infonnasi meliputi penyiapan naskah sambutan Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 49 

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan ke bijakan bidang keprotokolan meliputi 
pengaturan acara resmi dan kenegaraan, pengaturan ruang dan tata tempat 
acara resmi dan kenegaraan serta pelayanan tamu. 



Bagian Keempat 
Asisten Administrasi 

Pasal 50 

(1) Asistcn Administrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
d adalah unsur pcmbantu Setda, yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kcpada Sckretaris Daerah. 

(2) Asistcn Administrasi dipimpin oleh Asisten. 

Pasal 51 

Asistcn Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan 
perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan kebijakan Daerah bidang kepegawaian, keuangan, kearsipan 
dan perpustakaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan perangkat Daerah, 
organisasi, umum, hukum, dan perizinan, serta pelayanan administratif di 
lingkungan Asisten Administrasi. 

Pasal 52 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 , Asisten 
Administrasi menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang, organisasi, umum 

dan hukum; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang organisasi, umum 

dan hukum; 
c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan 

Daerah bi~ang organisasi, urn um dan hukum; 
d. pengk¼tdinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang 

organisasi, umum dan hukum; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang organisasi, 

umum dan hukum; 
f. pengkoordinasian pelayanan administratif di lingkungan Asisten 

Administrasi; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 53 

Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angkal, angka 2 
dan angka 3 masing-masing dipirnpin oleh kepala Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi. 

Paragraf Kesatu 
Bagian Organisasi 

Pasal 54 
Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan perencartaan perumusan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kinerja aparatur pemerintah Daerah dan kepegawaian Setda. 



Pasal 55 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagjan 
Organisasi menyelenggarakan f ungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan kepegawaian Setda; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan kepegawaian Setda; 
c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, 

kinerja aparatur dan kepegawaian Setda; 
d . pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan kepegawaian Setda; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja aparatur pemerintah Daerah dan 
kepegawaian Setda; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 56 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 
huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Organisasi. 

Pasal 57 

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penataan kelembagaan 
organisasi perangkat Daerah, penyusunan pedoman operasional perangkat 
Daerah, evaluasi kelembagaan organisasi perangkat Daerah, dan penyusunan 
dokumen analisis jabatan perangkat Daerah, analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. 

Pasal 58 

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik. 

Pasal 59 

Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan 
dolrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peningkatan 
kapasitas pendayagunaan aparatur, pembinaan budaya kerja, dan pengelolaan 
administrasi kepegawaian Setda. · 



Paragraf Kedua 
Bagian Umum 

Pasal60 

Bagian Umum mempunyai tuga s me lakukan perenca naan perumusan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemanta.uan, 
evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang tata usaha, rumah tangga 
dan perlengkapan serta keuangan pada Setda. 

Pasal 61 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang tata. usaha, rumah 

tangga dan perlengkapan serta keuangan pada Setda; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang tata usaha, 

rum.ah tangga dan perlengkapan serta keuangan pada sekretariat; 
c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang tata usaha, rumah tangga dan 

perlengkapan serta keuangan pada sekretariat; 
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang tata usaha, rumah 

tangga dan perlengkapan serta keuangan pada sekretariat; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang tata usaha, 

rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan pada sekretariat; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 62 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf d angka 2 
huruf a , huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasal 63 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan Bupati, 
Wakil Bupati, Staf Ahli, Sekretaris Daerah dan Asisten, pengelolaan kearsipan, 
dokumen, dan administrasi perkantoran, penyelenggaraan rapat-rapat dinas 
dan perjalanan dinas pimpinan. 

Pasal 64 

Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan rnempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penunusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan 
rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Setda, pemeliharaan dan perawatan 
rumah dinas dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Setda, perawatan 
dan pemeliharaan gedung dan barang inv:entaris. 

Pasal 65 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran, 
perbendaharaan di lingkungan Setda. 



Paragraf Ketiga 
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Pasal 66 

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan 
perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah bidang 
peraturan perundang - undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia 
serta informasi dan dokumentasi hukum. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 66, Bagian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan kebijakan Daerah bidang peraturan perundang -

undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan 
dokumentasi hukum; 

b . pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah bidang peraturan 
perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta 
informasi dan dokumentasi hukum; 

c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang peraturan perundang - undangan, 
bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi 
hukum; 

d . pembinaan dan fasilitasi kebijakan Daerah bidang peraturan perundang -
undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan 
bantuan hukum; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang peraturan 
perundang - undangan, bantuan hukum dan hak a sa si manusia serta 
informasi dan dokumentasi hukum; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 68 

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya t (1) huruf d angka 3 
huruf a , huruf b dan huruf c masing-ma sing dipimpin oleh 1 (orang) Kepala 
Sub Bagi.an yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagi.an Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pasal 69 

Sub Bagi.an Peraturan Perundang 
1

~ )undangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 
fasilitasi, petnantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang p enyusunan 
produk hukum Daerah, pengkajian produk hukum Daerah, penelaahan 
rancangan produk hukum Daerah, dan pengajuan nomor registrasi Pera turan 
Daerah, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Daerah. 

Pasal 70 

Sub Bagi.an Bantuan Hukum ~ dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 
meliputi penyelesaian permasalahan hukum bagi aparatur perangkat daerah 
dan aparatur pemerintah desa, mediasi penyelesaian sengketa hukum secara 
ligitasi/ non ligitasi, pendampingan penyelesaian kasus tata usaha negara, 



perdata, dan peradilan lain, penclaahan perjanjian dan Memorandum of 
Understanding Daerah, penyuluhan den penegakan hak asasi manusia. 

Pasal 71 

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sistem 
jaringan dokumentasi produk hukum, publikasi dan sosialisasi produk hukum 
serta pelayanan informasi produk hukum Daerah kepada perangkat Daerah, 
pemerintah desa dan masyarakat tentang produk hukum Daerah, dan 
penelaahan kesesuaian produk hukurn Daerah dengan peraturan perundang­
undangan yang tingkatannya lebih tinggi serta sinkronisasi antar produk 
hukurn Daerah. 

Bagian Kelima 
Jabatan Fungsional 

Pasal 72 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Setda dapat ditetapkan 
menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 73 

( 1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalarn kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
d.iatur sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan denga n 
pengangkatan pertarna, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok 
Jabatan Fungsional sesuai dengan rurnpun jabatan masing-masing. 

(6) Pelaksanaan ·penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenarn 
Staf Ahli Bupati 

Pasal 74 

(1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati dalarn melaksanakan 
tugasnya. 

(2) Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 



Pasal 75 

Staf Ahli Bupati, terdiri dari : 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemcrintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pcmbangunan. 

Paragraf 1 
Staf Ahli Bidang Hukum 

Pasal 76 

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf 
a mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu 
strategis kepada Bupati di bidang hukum. 

Pasal 77 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Staf Ahli 
Bupati Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis 

di bidang hukum; 
b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu 

strategis di bidang hukum; 
c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang 

hukum.; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan 

rekomendasi terhadap isu strategis di bidang hukum;dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Paragraf 2 
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 78 

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas memberikan telaahan dan 
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 79 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Staf Ahli 
Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis 

di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 
b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu 

strategis di bidang pernerintahan dan .kesejahteraan rakyat; 
c. penyusunan telaahan dan rekornendasi terhadap isu strategis di bidang 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan 

rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat;dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 



Paragraf 3 
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 80 

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas memberikan telaahan dan 
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang Ekonomi dan 
Pembangunan. 

Pasal 81 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 80, Staf Ahli 
Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis 

di bidang ekonomi dan pembangunan; 
b. pengkoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu 

strategis di bidang ekonomi dan pembangunan; 
c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang 

ekonomi dan pembangunan; 
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap 

isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan;dan 
e . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 82 

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu 
Bagian Umum. 

Pa sal 83 

Ringkasan dan uraian tugas masing- masing jabatan pada Setda dan Staf Ahli 
Bupati, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pasal 84 

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil 
pelaksanaan kebijakan Daerah, tugas dan fungsinya secara berkala atau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 85 

Setda dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam . lingkungan Setda . maupun dalam 
hubungan antar Perangkat Daerah dan/ atau Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota lainnya, lembaga/instansi di Daer=an/atau 
Kabupaten/Kota lainnya, lembaga/instansi provinsi dan/a uK enterian, 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga /instansi p du · tah/non 
pemerintah Iainnya. 
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Paaal 83 

Ringkofllan dAn ur/'.J ia n tugas masing- maaing jabatan pada Setda dan Staf Ahli 
Oupotl, tcrctwlum <lalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak 
tcrph1ohkAn da rl Peratunm Bupati ini. 

BAB JV 
TATA KER.JA 

PasaJ 84 

Sekret.aris Daerah rnenyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil 
pelaksanaan kc bijakan Daerah, tugas dan fungsinya secara berkala atau 
sewaktu-waktu scsu a i kcbutuhan. 

Pasal 85 

Sctda dala m melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 
intcgrasi, dan sinkronisasi baik dalam . lingku.ngan Setda mau pun dalam 
hubungan a n t.ar Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah 
Ka.bupaten/Kota lainnya, lemba ga /instansi d i Daer~ ' dan/atau 
Kabupatcn/Kota lainnya, lcmbaga/instansi provinsi dan/ atauKepenterian, 
Lembaga Pcmcrintah Non Kcmcnterian, Lembaga /instansi ~ tah/ non 
pcmcrintah la innya. 



Pasa.186 

Dalain melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala 
Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli Bupati wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing­
masing maupun antar Bagian di lingkungan Setda dan/ atau Perangkat Daerah 
dan/ atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya, lembaga/instansi di 
Daerah dan/atau Kabupaten/Kota lainnya, lembaga/instansi provinsi 
dan/ a tau Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga 
/ instansi pemerintah/ non pemerintah lainnya sesuai bidang tugasnya masing­
masing. 

Pasal 87 

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam 
melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal 88 

Sekretaris Daerah. Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 
menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Setda untuk 
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 
terintegrasi. 

Pasal 89 

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 90 

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian mengawasi 
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 
penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 91 

Sekretari.s Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian harus 
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 92 

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dari Asisten, Kepala Bagian 
dan Kepa)a Sub Bagian wajib diolah dan dipergunakan sebagai baban petunjuk 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

Pasal93 

Dalam menyampaikan Iaporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan pula kepada perangkat Daerah lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja 
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1. 

LAMPIRANII 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ,S'"I TAHUN2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS 

SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BAGIAN 

KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 

Nama Jabatan Sekretaris Daerah 

a. Ringkasan Togas : 

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyusunan kebija.kan dan 

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pelayanan ad.ministrasi pada Sekretariat Daerah. 

b. Uraian Togas 

1. merumuskan dan menetapkan program kerja pada Sekretariat 

Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

2. merumuskan kebijakan daerah dibidang, pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan serta administrasi 

Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

3. melaksanakan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, 

Provinsi maupun lingkup Kabupaten / Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah /lembaga / masyarakat untuk sinkronisasi dan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi · dan kompetensi bawahan dengan 

prinsip pembagian tugas habis; 

5. menyelenggarakan pengkoordinasian kebijakan dengan perangkat 

daerah di bidang pemerintahan meliputi, pemerintahan umum, 

otonomi daerah, desa, sosial, kesehatan, keluarga berencana, 



keagamaan, pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan, 
pemberdayaan; 

6. menyelenggarakan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan 

meliputi perhubungan, pariwisata, perindag, tenaga kerja, koperasi 

Usaha Kecil Menengah, pertanian perikanan lingkungan hidup, 

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, program, pengendalian 

pembangunan, layanan barang dan jasa serta kehumasan dan 
protokol; 

7. menyelenggarakan kebijakan di bidang administrasi, meliputi kinerja 

aparatur dan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta 

perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia dan 

infonnasi dokumentasi hukum; 

8. melaksanakan pelayanan administrasi di linglrungan sekretariat 

daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas sebagai wujud pertanggungjawa ban; 

9 . mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 

hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

10. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggung jawaban;dan 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2 . Nama Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

a. Ringkasan Tugas : 
' 

Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, 

penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi Daerah 

dan kerja sama, kesejahteraan rakyat meliputi sosial, kesehatan, tenaga 

kerja, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pengendalian penduduk _dan keluarga berencana, ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, keagamaan, 

pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa 



scrta pclayanan administratif di lingkungan Asisten Pemerintahan dan 

Kcscjahteraan Rakyat. 

b . Uraian Tugas 

1. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat Daerah 

sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

2. merumuskan dan menetapkan kebijakan Sekretariat Daerah 

dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

3. melaksanakan koordinasi kebijakan - kebijakan pada Organisasi 

Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat; 

4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan 

prinsip pembagian tugas habis; 

5. menyelenggarakan kebijakan Daerah dibidang pemerintahan umum, 

otonomi daerah dan kerjasama, pemerintahan desa, dan 

kesejahteraan rakyat; 

6. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang 

pemerintahan desa, pemerintahan umum, otonomi daerah 

dan kerjasama, dan kesejahteraan rakyat; 

7. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur di bidang 

pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi Daerah dan 

kesejahteraan rakyat; 

8. mengendalikan pelaksanaan tugas kepala bagian yang berada di 

bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 

hasl kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

10. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk bahan 

pertimbangan untuk. memacu prestasi; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelakasanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



3. Nama Jabatan Kcpala Bagian Pemcrintahan Desa 

a. Ringkasan Togas : 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 

daerah bidang pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi, 

keuangan dan pengelolaan aset desa agar terwujud tata kelola 

Pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. 

b. Uraian Togas 

1. merurnuskan konsep kebijakan dan program kerja bidang 

pemerintahan desa meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, 

administrasi, keuangan dan pengelolaan aset desa; 

2 . melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

bidang pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi, 

Keuangan dan pengelolaan aset desa; 

3 . melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam 

pelaksanaan tugas bidang pembinaan aparatur dan otonomi desa, 

administrasi, Keuangan dan pengelolaan aset desa; 

4 . menyelenggarakan kebjakan daerah bidang pembinaan kelembagaan 

dan otonomi desa, pembinaan aparatur, administrasi, keuangan dan 

pengelolaan aset desa; 

5 . mendistribusikan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan 

tugas dan kompetensi dengan prinsip pembagian tugas habis; 

6. menyelia pengelolaan administrasi meliputi pembinaan kelembagaan 

dan otonomi desa, pembinaan aparatur, administrasi, keuangan dan 

pengelolaan aset desa; 

7. menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

untuk memacu prestasi kerja; 

8 . menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pela poran pelaksanaan tugas 

di bidang pemerintahan desa · meliputi pembinaan aparatur dan 

otonomi desa, administrasi, keuangan dan pengelolaan aset desa; 

dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



4. Nama Jabat.an Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur dan 

Otonomi Dcsa 

a. Ringkasan Tugas 

Mcnyiapkan bahan perurnusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

mclaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pclaporan meliputi bidang pembinaan aparatur pemerintahfuidesa, 

pembinaan kelembagaan desa dan penyelenggaraan otonomi desa. / 

b. Uraian Tugas 

1. 

2. 

3. 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pro¥✓am dan kegiatan 

bidang pembinaan aparatur pemerintah~, sa, pembinaan 

kelembagaan desa dan penyelenggaraan otonom~ esa; 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait ;!!!-am 
pelaksanaan tugas pembinaan aparatur pemerintah~ a , 

pembinaan kelembagaan desa dan penyelenggaraan otonomi desa; 

membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pe1aksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkajian dan penetapan 

status desa, kewenangan dan urusan desa, pemetaan dan penetapan 

batas wilayah desa; 

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan, pengesahan peresmian dan pemberhentian BPD; 

6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan 

pembina~ pe,milihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian 

KepalaD~ 

7. menyiapkan bahan perurnusan kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan aparatur dan penyelenggaraan otonomi desa; 

8. melaksanakan kegiatan dan program kerja di bidang pembinaan 

aparatur pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan desa dan 

penyelenggaraan otonomi desa ; 

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa, pembinaan 

kelembagaan desa dan penyelenggaraan otonomi desa ; dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 



5. 

6. 

Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta 

pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa. 

b . Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang administrasi pemerintahan desa sebagai pedoman 

dan acuan pelaksanaan tugas; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam 

pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa; 

3 . membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4 . menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi 

penyusunan peraturan desa dan penyelenggaraan administrasi desa ; 

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi 

penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa; 

6 . mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD); 

7. melaksanakan kegiatan program kerja bidang administrasi 

pemerintahan desa; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan fugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaap dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta 

pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset desa. 



7. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan aset desa ; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait daJam 

pela.ksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset 

desa; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset desa; 

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pembinaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa; 

6. melaksanakan fasilitasi, pengkajian dan penyiapan konsep izin 

dan/ atau rekomendasi Bupati tentang kerjasama pemanfaatan, 

bangun guna serah atau bangun serah guna aset milik desa; 

7. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan aset 

desa; 

8 . melaksanakan monitoring, evaJuasi dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan aset desa;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

Nama Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama 

a . Ringkasan Tugas : 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 

bidang pemerintahan umum, otonomi Daerah dan kerja sama. 

b. Uraian Tugas 

1. merumuskan konsep kebijakan dan program kerja bidang 

pemerintahan dan kerjasama meliputi pemerintahan umum, 

otonomi Daerah dan kerja s~a; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerab terkait dalam 

pelaksanaan tugas bagian meliputi pemerintahan umum, otonomi 

Daerah dan kerja sama; 



ketertiban, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang pemerintahan umum; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalarn 

pelaksanaan tugas bidang pemerintahan umum; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan kebijakan dan pengkoordinasian meliputi 

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 

penyelenggaraan Pernilihan Umum Legislatif dan Presiden / Wakil 

Presiden, penetapan batas daerah, inventarisasi dan pembakuan 

narna- nama rupabumi, hubungan kerja Pemerintah Daerah 

dengan lembaga politik dan penyelenggara pemilu, rapat 

koordinasi perangkat daerah dengan instansi vertikal di daerah, 

penyelenggaraan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan 

kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban, penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati; 

5. menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan umum melalui 

penyusunan rancangan produk hukum Daerah, surat edaran dan 

surat; 

6. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pemerintahan 

umum, meliputi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 

dan Presiden/ Wakil Presiden, penetapan batas daerah, 

inventarisasi dan pembakuan nama-nama rupabumi, hubungan 

kerja Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi 

kewilayahan, penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; 

7. melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pemerintahan umum; 



9. 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang pemerintahan umum sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

Namajabatan Kepala Sub Bagi.an Otonomi Daerah 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang 

otonomi Daerah meliputi penyelenggaraan otonomi Daerah, 

pemerintahan kecarnatan dan kelurahan, pelayanan administrasi 

terpadu kecamatan serta pengembangan fungsi dan kapasitas Daerah. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang otonomi Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam 

pelaksanaan tugas bidang otonomi Daerah; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4 . menyiapkan bahan kebijakan dan pengkoordinasian meliputi 

fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur 

dan Bupati/ Wakil Bupati, pengembangan fungsi dan kapasitas 

Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan 

kelurahan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

di kecamatan, fasilitasi hubungan kerja dengan Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah dan hubungan kerja antar 

lembaga, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah, penerapan 

Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan; 

5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan otonomi Daerah melalui 

penyusunan rancangan prod~ hukum daerah, surat edaran dan 

surat; 

6. melaksanakan program kerja dan kegiatan pada sub bagian 

otonomi daerah meliputi fasilitasi penyelenggaraaan Pemilihan 

Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati, 

pengembangan fungsi dan kapasitas Daerah, monitoring dan 



cvaluasi pen clenggaraan pemerintahan di kecamatan dan 

kclurahan, pclaksanaan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan, fasilitasi hubungan kerja dengan Dewan Pertimbangan 

Otonomi Daerah dan hubungan kcrja antar lembaga, fasilitasi 

pcnyelenggaraaan otonomi Daerah, penerapan Standar Pelayanan 

Minimal urusan pcmerintahan; 

7. melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pemerintahan otonomi Daerah; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang otonomi Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

10. NamaJabatan Kepala Sub Bagian Kerja Sama 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanaakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pemerintahan um.um tentang kerjasama dengan 

Daerah. 

b. Uraian Togas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang kerjasama daerah; 

2 . melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam 

pelaksanaan tugas bidang pemerintahan umum tentang kerjasama 

Daerah; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan penyusunan pengkoordinasian meliputi 

kerjasama dengan Daerah lain, lembaga pemerintah dan non 

pemerintah, lembaga swasta atau pihak ketiga, lembaga 

pemerintahan dan non peme~tah luar negeri bagi Bupati/ Wakil 

Bupati dan Aparatur Sipil Negara, asosiasi kerja sama Daerah dan 

penyusunan dokumen/ laporan pelaksanaan kerja sama Daerah; 

5. menyiapkan bahan penyusunan pengkoordinasian tentang kerja 

sama Daerah melalui penyusunan rancangan produk hukum 

Daerah, surat edaran dan surat; 



6. melaksanakan program kerja dan kegiatan pada bidang 

pcmerintahan umum tentang kerja sama Daerah meliputi kerja 

sama daerah dengan daerah lain, lembaga pemerintah dan non 

pemerintah, lembaga swasta atau pihak ketiga, lembaga 

pemerintah dan non pemerintah luar negeri, lembaga swasta Juar 

negeri, ijin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati atau Wakil 

Bupati dan Aparatur Sipil Negara, asosiasi kerja sama daerah dan 

penyusunan dokumen atau laporan pelaksanaan kerja sama 

daerah; 

7. melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pemerintahan umum dan kerja sama Daerah; 

8 . melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

pemerintahan umum tentang kerjasama Daerah sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

11. Nama Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

a . Ringkasan Tugas : 

Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan 

kebijakan fasilitasi, pelayanan administrsi, sosialisi kebijakan daerah, 

pemantauan, evaluasi serta melaporkan bidang sosial, kesehatan, 

keluarga berencana, keluarga sejahtera, pendidikan, kepemudahan, 

olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, 

kemiskinan dan keagamaan dan transmigrasi serta pembinaan ASN di 

lingkungan kerja Bagian Kesra Setda Kab. Banyumas; 

b. Uraian Tugas 

1. merumuskan konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan 

bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, 

agama, pendidikan dan kebudayaan serta pemuda, olah raga, 

pemberdayaan masyarakat; keagamaan, ketenagakerjaan, 

kemiskinan, dan transmigrasi dan keagamaan; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam 

pelaksanaan tugas bagian kesejahteraan rakyat meliputi bidang 

sosial, kesehatan, keluarga, berencana, keluarga sejahtera, agarna, 





sosiaJ, keschatan dan keuarga bcrcncana, icetenagakerjaan serta 

kemiskinan. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyusun program 

kerja dan kegiatan bidang sosial, kesehatan dan keluarga 

berencana; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat kerja daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang sosial, kesehatan dan keluarga 

berencana; 

3. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi layanan adminsitrasi di 

bidang sosial, kesehatan dan keluarga berencana, 

ketenagakerjaan dan kemiskinan; 

4 . melaksanakan sosialiasi kebijakan daerah di bidang sosial, 

kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan dan 

kemiskinan; 

5 . melaksanakan kegiatan peningkatan koordinasi penanggulangan 

penyakit; 

6. melaksanakan kegiatan koordinasi peningkatan peran serta anti 

Narkoba; 

7. melaksanakan koordinasi peningkatan kemandirian masyarakat 

dalam mengatasi masalah kesehatan; 

8. melaksanakan koordinasi P4GN; 

9. melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta anak dan 

perempuan dalam pembangunan daerah; 

10. melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Tanggungjawab sosial 

Perusahaan; 

11. melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan; 

12. melaksanakan koordiniasi kerjasarna penanggulangan 

kekerasan pada anak dan perempuan; 

13. melaksanakan koordinasi pelayanan keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera; 

14. melaksanakan monitoring lintas stakeholders dalam 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, kesehatan dan keluarga 

berencana; kebencanaan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan 

pengangguran; 

15. melaksanakan penanganan dan pengelolaan Bantuan Sosial 

khusus Penderes; 



16. melakaanakan evalua si terhadap program dan kegiatan di 

bidang so ial, kesehatan dan keluarga bercncana· 
' 

17. membuat pclaporan pelaksanaan program dan kcgiatan di 

bidang sosial, kesehatan dan keluarga berencana; 

18. mclaksanakan pembinaan dan bimbingan pada sumber daya 

ASN di Subbag SKKB; 

19. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atas 

pcrintah atasan. 

13. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Keagamaan 

a . Ringkasan Togas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasiliatsi, monitoring, evaluasi clan 

pelaporan kegiatan keagamaan. 

b. Uraian Togas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan keagamaan; 

2 . mela~ an koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

keagamaan meliputi penylenggaraan ibadah haji, pengiriman 

MTQ, STQ; MHQ dan MQK serta festifal kegiatan keagamaan; 

5. melaksanakan pengembangan sumberdaya di bidang 

pcngembangan Tilawatil Quran; 

6. melaksanakan pengembangan dan pembinaan 

Pengelola/Pengurus tempat ibadah; 

7. melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan meliputi 

peringatan hari besar keagamaan meliputi Islam, Kristen, 

Nasrani, Budha, Hindu, Kepercayaan dan kegiatan keagamaan 

lainnya; 

8. memfasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan dan 

permasalahan tempat ibadah; 



14. 

9. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama, pendidikan keagam aan, 
kelembagaan agama dan bina kehidupan agama; 

10. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang 

sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, pendidikan 

keagamaan, kelembagaan agama dan bina kehidupan beragarna; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas kegiatan keagamaan; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

NamaJatan 

a . Ringkasan tugas 

Kepala Sub Bagian Pendidikan Pemuda, 

Olah Raga dan Kebudayaan. 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ~rrlpnitoring, evaluasi dan 

~ ran meliputi bidang pendidikan pemuda, olah raga, 

~¥udayaan dan pemberdayaan masyarakat. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan program kerja dan kagiatan bidang 

pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaaan dan 

pemberdayaan masyarakat ; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda , olah 

raga, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat; 

3 . membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelancaran tugas; 

4 . menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian dalam urusan pendidikan, kepemudaan dan 

olah raga serta pernberdayaan masyarakat; 

5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pendidikan, 

kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat; 

6 . melaksanakan program kerja dan kegiatan pada sub bagian 

pendidike pemudaan, olah raga serta pemberdayaan 

masyarakat; 



7 · melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pendidikan, kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan 

masyarakat; 

8. menyiapkan bahan pertirnbangan pemberian bantuan di bidang 

pcndidikan, kepemudaan, kebudayaan dan olah raga; 

9. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang pendidikan, 

kebudayaan, kepemudaan dan olah raga; 

10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang pendidikan, kepemudaan olah raga serta 

pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pertanggung 

jawaban ; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain alas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

15. NamaJabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

a. Ringkasan Tugas 

Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan 

perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah, bidang perhubungan, 

pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil 

dan menengah, pekerjaaan umum dan penataan ruang, perumahan 

dan kawasan permukiman, pertanian, pangan, kelautan dan 

perikanan sub urusan perikanan budidaya, kehutanan sub urusan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, lingkungan 

hidup, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan penanaman 

modal, perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan, 

layanan barang dan jasa, penelitian dan pengembangan, humas dan 

keprotokolan, statistik, persandian, komunikasi dan informasi serta 

pelayanan administratif di lingkungan Asisten Ekonomi dan 

Pembangunan. 

b. Uraian Tugas 

1. merumuskan dan menetapkan progrm kerja Sekretariat Daerah 

sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

2. merumuskan dan menetapkan kebijakan Sekretariat Daerah di 

bidang perekonomian, pembangunan humas dan protokol; 



3. melaksanakan koordinasi kebijakan - Jc'ebijakan pada organisasi 

perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Ekonomi dan 

Pembangunan; 

4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan 

prinsip pembagian tugas habis; 

5. menyelenggarakan kebijakan Daerah dibidang perhubungan, 

pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha 

kecil dan menengah, pekerjaaan umum dan penataan ruang, 

penunahan dan kawasan pennukiman, pertanian, pangan, 

kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya, 

kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, lingkungan hidup, pembinaan Badan Usaha Milik 

Daerah dan penanaman modal, perencanaan pembangunan, 

pengendalian pembangunan, layanan barang dan jasa, 

penelitian dan pengembangan, humas dan keprotokolan, 

statistik, persandian, komunikasi dan infonnasi; 

6. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang 

perekonomian, pembangunan serta kehumasan dan protokol; 

7. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur di bidang 

perekonomiam, pembangunan, serta kehumasan dan 

keprotokolan; 

8. mengendalikan pelaksanaan tugas kepala bagian yang berada di 

bawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan; 

9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

10. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk bahan 

pertirnbangan untuk memacu prestasi; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas sebagai wujud pertanggungjawa ban;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

16. Na.ma Jabatan Bagian Perekonomian 

a. Ringkasan Tugas 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melak:sanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 



kebijakan Daerah bidang pcrekonomian meUputi· 
. . . ' i>erhubungan, 

panwisli.ta, pcnndustrian, pcrdagangan kopcrasi dan u h .
1 ' sa a Kee1 

Menengah, pcrtanian, pangan, pcrikanan kehutan 1. . . ' an, tngh.m gan 
h1dup, pcmbmaan Badan Usaha Milik Oaerah dan penanaman 
modal. 

b. Uraian Tugas : 

1. menyusun konsep program kerja dan kegiatan pada bagian 

perekonomian meliputi perhubungan, pariwisata, perindustrian 

perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menegah, pertanian, 

pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup serta 

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan penanaman modal; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang perekonomian meliputi bidang 

perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan, koperasi 

dan Usaha Kecil Menegah, pertanian, pangan, kehutanan, 

perikanan dan lingkungan hidup serta pembinaan Badan Usaha 

Milik Daerah dan penanaman modal; 

3. mendistribusi.kan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas habis; 

4 . mela.ksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian 

perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Men~, pertanian, 

pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup serta 

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan penanaman modal; 

5. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, 

pariwisata, perindustrian perdagangan, koperasi dan U saha 

Kecil Menegah, pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan 

lingkungan hidup serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 

dan penanaman modal; 

6. menyelia pengelolaan administrasi dan pembinaan aparatur 

meliputi bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian 

perdagangan, koperasi dan U saha Kecil Menegah, pertanian, 

pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup serta 

pembinaan Badan U saha Milik Daerah dan penanaman modal; 

7. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi basil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 



8. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk bahan 

perti.mbangan pengambilan kebijakan;dan 

9 . melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya . 

17. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Perhubungan, 

Pariwisata, Perindustrian Perdagangan Tenaga 

Kerja , Koperasi Usaha Kecil Menengah 

a . Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordina sikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, montoring, evaluasi dan 

pelaporan meliputi bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan U saha Kecil dan Menengah. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja 

dan kegiatan bidang perhu bungan, pariwisata, perindu strian 

perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menen gah 

sebagai p edoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

2 . melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang perhubungan, pariwisata, 

perindustrian perdagangan, koperasi clan Usaha Kecil dan 

Men engah; 

3. membagi tugas dan mem bimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas ; 

4 . menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian dalam bidang perhubungan, pariwisata, 

perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

5. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang 

perhubungan pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah; 

6. melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

perhubungan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

7 . melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian, 



perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

8 . melaksanakan tugas kcdinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

18. Nama Jabatan 

a. Ringkasan Tugas 

Kepala Sub Bagian Pertanian, Perika nan 

dan Lingkungan Hidup. 

Menyiapkan bahan perumusan kebjakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, montoring, evaluasi dan 

pelaporan meliputi bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan 

dan linglrungan hidup. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang pertanian, pangan, perikanan, kehutanan dan 

lingkungan hidup sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan 

tugas; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang pertanian, pangan, 

perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup; 

3. membagi tugas dan mebimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian dalam urusan bidang pertanian, pangan, 

kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup; 

5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pertanian, 

pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup; 

6. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pertanian, 

pangan, kehutanan, perikanan dan linglrungan hidup; 

7 . melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan 

hidup; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang pertanian, pangan, perikanan dan lingkungan 

hidup;dan 



42. Nama Jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra 

a. Ringkasan Tu gas 

Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada 

Bupati di bidang pemerintahan dan kesra meliputi pemerintahan 

umum, pemerintahan desa, sosial, kesehatan, keluarga berencana, 

keagamaan serta pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Uraian Tugas 

1. menyu :un telaahan clan rekomendasi bidang pemerintahan 

danb sejahteraan rakyat; 

2. mengumpulkan bahan dan mengolah data pelaksanaan 

urusan atau tugas pemerintah daerah di bidang 

pemerintahan umum, pemerintahan desa, sosial, kesehatan, 

keluarga berencana, keagamaam serta pendidikan, pemuda, 

olah raga, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat; 

3. menganalisa permasalahan pemerintah daerah mengenai 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setelah berkoord.inasi 

dengan Sekretaris Daerah; 

4. memantau pelaksanaan urusan tugas pemerintahan daerah 

bidang hukum mengenai produk hukum negara, produk 

hukum daerah serta dasar hukum berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas atau urusan Pemerintah Daerah; 

5. melaksanakan tugas berkaitan dengan rapat, seminar dan 

sejenisnya yang diperintahkan oleh Bupati; 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupati. 

43. Nama Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

a. Ringkasan Tugas 

Memberikan telaahan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap 

isu strategis kepada Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan 

meliputi perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan, 

tenaga kerja, koperasi usaha kecil menengah, pertanian, perikanan 

dan lingkungan hidup, pembinaan badan usaha milik daerah dan 

penanarnan modal, statistik, urusan pekerjaan umum, perumahan 

penataan ruang dan pengadaan barang dan jasa. 



Pnsnl94 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekrctaris Daerah, dibantu oleh Asisten, 
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 95 

Hubungan Staf AhU Bupati dengan pimpinan organisasi Perangkat Daerah 
bersifat konsultasi dan koordinasi. 

Pasal96 

Staf Ahli Bupati menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai basil 
pelaksanaan kebijakan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan. 

Pasal 97 

Sekretaris Daerah dapat menetapkan keputusan atau naskah dinas untuk 
pelaksanaan tek:nis tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 99 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerin_tahkan pengundangan Peraturan 
g , • · dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Banyumas. Bupati llll . 

Ditetapkan di fl:!_rwokerto 
pada tanggal ;1 7 NOV 2016 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



b. Uraian Tugas 

1. menyusun telaahan dan rekomendasi bidang ekonomi dan 

pembangunan; 

2. mengumpulkan bahan dan mengolah data pelaksanaan 

urusan atau tugas pemcrintah Daerah di bidang ekonomi dan 

pembangunan meliputi perhubungan, pariwisata, 

perindustrian perdagangan, tenaga kerja, pertanian, 

perikanap,~hutanan, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 

dan penbaman modal, statistik, urusan pekerjaan umurn, 

perumahan, penataan ruang dan pengadaan barang dan jasa; 

3. menganalisa permasalahan Pemerintah Daerah mcngenai 

bidang ekonorni dan pembangunan setelah berkoordinasi 

dengan Sekretaris Daerah; 

4. memantau pelaksanaan urusan tugas Pemerintahan Daerah 

bidang ekonomi dan pembangunan berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas atau urusan Pemerintah Daerah; 

5. melaksanakan tugas berkaitan dengan rapat, seminar dan 

sejenisnya yang diperintahkan oleh Bupati;dan 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupa ti. 

BUPATI BANYUMAS, 

~~b1.---
ACHMAD HUSEIN 



9. melaksanakan tugas kcdinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

19. NamaJabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha 

Milik Daerah dan Penanaman Modal 

a. Ringkasan Tugas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan meliputi bidang pembinaan dan pengembangan Badan 

Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan 

Milcro. 

b . Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 

Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan Mikro melalui 

penyusunan konsep rencana kegiatan dan anggaran, 

penyusunan konsep bahan rencana dan penetapan kinerja 

sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bi dang pem binaan clan 

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal 

dan Lembaga Keuangan Mikro; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan peru.musan kebijakan dan 

pengkoordinasian dalam urusan bidang pembinaan clan 

pengembangan Badan U saha Milik Daerah, Penanaman Modal 

dan Lembaga Keuangan Mikro; 

5. melaksanakan program kerja clan kegiatan bidang pembinaan 

dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman 

Modal dan Lembaga Keuangan Mikro; 

6 melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, 

Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan Mikro; 

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang pembinaan dan pengembangan Badan Usaha 



Milik Oaerah, Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan 

Mikro sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

8 . melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

20 . Nama Jabatan Kepala Bagian Pembangunan 

a. Ringkasan Tugas 

Mengoordinasikan perumusan konsep, kebjakan melaksanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 

kebijakan Daerah urusan pemerintahan bidang statistik, penelitian 

dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, dan pengadaan barang dan 

jasa. 

b. Uraian Tugas 

l. merumuskan konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan 

bidang pembangunan meliputi penyusunan Rencana 

Strategis Sekretariat Daerah; 

2. mengoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik, penelitian 

dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, dan pengadaan barang 

danjasa; 

3. mendistribusikan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas ha bis; 

4. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik, penelitian dan 

pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, dan pengadaan barang 

danjasa; 

5. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembinaan 

administrasi dan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan daerah urusan pemerintahan bidang statistik, 

penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan dan kawasan pennukiman, dan pengadaan 

barang danjasa.; 



6. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan 

bidang statistik, penelitian dan pengembangan, pekerjaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

pennukiman, dan pengadaan barang dan jasa; 

7. menyelia pengelolaan administrasi dan pembinaan aparatur 

meliputi urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan, pengendalian pembangunan dan layanan barang 

danjasa; 

8. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Program Kerja, Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah; 

9. melaksanakan koorclinasi dalam fasilitasi pengadaan barang dan 

jasa oleh perangkat daerah; 

10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas urusan pemerintahan bidang statistik, penelitian dan 

pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, dan pengadaan barang 

dan jasa;dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

21. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Bina Program 

a. Ringkasan Togas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan urusan pemerintahan bidang statistik dan penelitian 

pengembangan serta menyelenggarakan fasilitasi penyusunan 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat 

Daerah, Program Kerja Sekretariat Daerah, Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah (LKJip), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 

Sekretariat Daerah. 



b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan urusan pemerintahan bidang statistik dan penelitian 

pengembangan serta fasilitasi penyusunan Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Program 

Kerja Sekretariat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

LKJip), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat 

Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas perencanaan program pada 

Sekretariat; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah; 

5 . menyiapkan bahan pelaksanakan pengusulan program dan 

kegiatan Sekretariat Daerah ke dalam Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS); 

6. melaksanakan administrasi program kerja dan kegiatan bidang 

perencanaan program pada Sekretariat Daerah; 

7. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah, program kerja, Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Sekretariat Daerah; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang perencanaan program sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

22. NamaJabatan Kepala Sub Bagian Pengendalian 

a. Ringkasan Tugas 

Menyi.apkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 



pelaporan meliputi urusan pckcrjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan pcnnukiman dan menyelenggarakan 

pengendalian, administrasi kegiatan pada seluruh perangkat 

daerah. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang pembangunan meliputi urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

perm.ukiman; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas urusan pekerjaan urn.um dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan perm.ukim.an; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan perumusan k ebijakan dan 

pengkoordinasian dalam urusan pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman; 

5. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evalusi 

pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam urusan 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman; 

6 menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

administrasi kegiatan pada seluruh perangkat Daerah; 

7. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur 

pemerintah Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan 

penata.an ruang, perumahan dan kawasan permukiman; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pengendalian pembangunan sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 



23. Nama Jabatan 

a. Ringkasan Tugas 

Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan dalam pengadaan barang dan jasa. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh perangkat 

Daerah; 

5. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa pada seluruh perangkat Daerah; 

6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

layanan pengadaan barang dan jasa sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

7. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

24. Nama Jabatan Kepala Bagian Hu.mas dan Protokol 

a . Ringkasan Tugas 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan, dan 

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan bidang komunikasi dan informasi, persandian, 

pemberitaan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten, analisis 

media massa dan informasi masyarakat, serta pelayanan 

dolrumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten dan pelayanan ta.mu 

serta keprotokolan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 

Daerah. 



b. Uraian Tugas 

1. merumuskan konsep kebijakan( ~ am kerja dan kegiatan 

bidang, komunikasi dan info~atika, pemberitaan tentang 

kebijakan Pemerintah Kabupaten, analisis media m assa dan 

informasi masyarakat serta pelayanan dokumentasi kegiatan 

Pemerintah Kabupaten dan keprotokolan; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam 

pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan; 

3. mendistribusikan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas habis; 

4. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembinaan 

administrasi dan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan Daerah dalam bidang pemberitaan dan 

dokumentasi, analisis media dan informasi, serta 

keprotokolan; 

5. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang pemberitaan 

dan dokumentasi, analisis media dan informasi, serta 

keprotokolan; 

6. menyelia pengelolaan administrasi dan pembinaan aparatur 

meliputi bidang pemberitaan dan dokumentasi, analisis media 

dan informasi, serta keprotokolan; 

7. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perangkat Daerah dalam 

bidang pernberitaan dan dokumentasi, analisis media dan 

informasi, serta keprotokolan; 

8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 

kerja; 

9. rnenyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan; 

10. melaksanakan pembina.an administrasi dan aparatur bidang 

pemberitaan dan dokumentasi, analisis media dan informasi, 

serta keprotokolan; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas kehumasan dan keprotokolan sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



25. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rnengkoordinasikan 
' 

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan dalam bidang pemberitaan dan dokumentasi 

kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sek.retaris Daerah. 

b . Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan bidang pemberitaan dan dokumentasi kegiatan 

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang Pemberitaan dan 

Dokumentasi, kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 

Bupati; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan komunikasi bagi pimpinan Daerah 

melalui briefing, notes, press release, backgrounder; 
'-

5. menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media baik 

lokal, regional maupun nasional; 

6. menyelengarakan pelaksanaan pemberitaan kebijakan Bupati 

dan Pemerintah Daerah melalui penerbitan di media massa 

baik lokal, regional maupun nasional; 

7. melaksanakan pelayanan dokumentasi kegiatan Pemerintah 

Daerah; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pemberitaan dan dokumentasi sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

26. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Media clan lnformasi 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi 



b. 

dan pclaporan dalam bidang anaJisis media dan informasi dan 

penyiapan naskah sambutan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah. 

Uraian Tugas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

menyiapkan bahan kebijakan, program kerja dan kegiatan 

daJam bidang anaJisis media dan inforrnasi; 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

daJam pelaksanaan tugas bidang analisis media dan 

informasi; 

membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

menyiapkan bahan konsep counter is"' terhadap 

permasalahan yang menjacti berita cti media massa serta 

tanggapan atas surat pembaca di media massa dan surat 

masyarakat; 

mengelolal press ro0111 sebagai bentuk kemitraan dengan 

wartawan; '---

melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi un tuk 

mendukung komunikasi lintas sektoral lingkup nasional dan 

Daerah; 

7. menyiapkan naskah sambutan Bupati, Wakil Bupati dan 

Sekretaris Daerah; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pemberitaan dan dolrumentasi sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9 . melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

27. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Protokol 

a. Ringkasan Tugas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaJuasi serta 

pelaporan kebijakan pelayanan tamu dan keprotokolan meliputi 

pengaturan acara resmi dan lrenegaraan, pengaturan ruang dan tata 

tempat acara resmi dan kenegaraan serta penerimaan dan 

pelayanan tamu. 



b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kcbjakan, program kcrja dan 

kcgiatan kcprotokolan dan pclayanen tarnu; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas keprotokolan dan pelayanan tamu; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyelenggarakan pelaksanaan acara keprotokolan yang 

diada.kan oleh Pemerintah Kabupaten; 

5. mengatur, menata dan mengelola segala bentuk acara yang 

dilakukan dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten; 

6. melaksanakan pelayanan penerimaan tamu pada setiap acara 

yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten; 

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas keprotokolan sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

8 . melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

28. Nam.a Jabatan Asisten Administrasi 

a. Ringkasan Tugas 

Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan 

perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan Daerah, 

kearsipan, perpustakaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan yane menjadi tugas dan kewenangan 

perangkat Daerah, perizinan, organisasi, hukum dan umum serta 

pelayanan administratif di lingkungan Asisten Administrasi. 

b. Uraian Tugas 

1. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat 

Oaerah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan 

tugas; 

2. merumuskan clan menetapkan kebijakan Sekretariat Daerah 

di bidang administrasi meliputi urusan kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan, keuangan Daerah, kearsipan dan 

perpustakaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan 



pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi tugas dan 

kewenangan perangkat Daerah, organisasi, hukum dan Hak 

Asasi Manusia dan umum; 

3. melaksanakan koordinasi kebijakan pada organisasi 

perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi· , 
4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan 

dengan prinsip pembagian tugas habis; 

5. menyelenggarakan kebijakan daerah dibidang administrasi 

pemerintahan Daerah meliputi, kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan, keuangan Daerah, kearsipan dan 

perpustakaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan 

kewenangan perangkat Daerah, organisasi, hukum dan Hak 

Asasi Manusia dan umum; 

6. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang organisasi, 

hukum dan umum; 

7. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur di 

bidang organisasi, hukum dan umum; 

8. mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala Bagi.an yang berada 

di bawah koordinasi Asisten Administrasi; 

9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 

kerja; 

10. menyampaikan saran dan masukan kepada atesan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan; 

11 . melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang administrasi sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

29. Nama Jabatan Kepala Bagian Organisasi 

a. Ringkasan Tugas 

Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan 

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan bidang bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan 



pelayanan publik, kinerja aparatur pemerintah Daerah dan 

kepegawaian Sekretariat Daerah. 

b. Uraian Tugas 

1. merumuskan konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan 

bidang organisasi meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan peJayanan p blik, kinerja aparatur dan kepegawaian pada 
'J 

Sekretariat Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam 

pelaksanaan tugas bidang organisasi kelembagaan, 

ketatala.ksanaan dan pelayanan publik, kinerja aparatur dan 

kepegawaian pada Sekretariat Daerah; 

3. mendistribusikan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas h abis; 

4. mela.ksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik, akuntabiliats kinerja dan sum.her daya 

manusia aparatur; 

5. melaksanakan koordinasi penyusunan naskah akademis 

Rancangan Peraturan Daerah meliputi penataan kelembagaan, 

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja aparatur dan 

kepegawaian pada Sekretarist Daerah; 

6. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang penataan 

kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan 

evaluasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, 

kinerja aparatur dan kepegawaian pada Sekretariat Daerah; 

7. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian pada Sekretariat 

Daerah; 

8. menyelia pengelolaan administrasi dan pembinaan apara tur 

meliputi. bidang kelembaga.an, analisis jaba tan, analisis beban 

kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksaanaan dan pelayanan 

publik, kinerja aparatur dan kepegawaian pada Sekretariat 

Daerah; 

9 . memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perangkat Daerah dalam 

bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, 



cvaluasi jabatan, ketata.laksanaan dan pelayanan publik, 

kinerja aparatur dan kepegawaian; 

10. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi basil kerja bawahan untuk memacu prestasi; 

11. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 

12. rnelaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas meliputi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan 

publik, kinerja aparatur dan kepegawaian sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

13. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

30. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Kelembagaan 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perurnusan kebijakan, rnengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan tentang kelembagaan meliputi penataan 

kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan dan penataan sistem manajemen sumber daya 

manusia aparatur lainnya. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja 

dan kegiatan tentang kelembagaan meliputi penataan 

kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban 

kerja, evaluasi jabatan dan penataan sistem manajemen 

sumber daya manusia aparatur lainnya; 

2. menyiapkan bahan koordinasi perangkat Daerah terkait 

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan 

penataan sistern rnanajemen sumber daya manusia lainnya; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian bidang kelembagaan meliputi penataan 

kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 



jabatan dan penataan sistem manajemen sumber daya 

manusia lainnya; 

5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan bupati 

tentang penataan kelembagaan, analisis jabatan, anaHsis 

beban kerja, evaluasi jabatan dan penataan sistem manajemen 

sumber daya manusia lainnya; 

6. menyiapkan bahan penyusunan naskah akademis Rancangan 

Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah; 

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

31. Nama Jabatan 

a. Ringkasan Togas : 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik. 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan tentang ketatalaksanaan dan pelayanan publik. 

b. Uraian Togas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan penyusunan pedoman ketatalaksanaan, prosedur, 

mekanisme kerja dan hubungan kerja perangkat Daerah, 

pengembangan sistem ketatalaksanaan serta fasilitasi dan 

pembinaan pelayanan publik; 

2. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat 

Daerah dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik; 

3. membagi tugas dan membi.mbing bawahan untuk k elancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bah.an penyusunan pengkoordina~ian bidang 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik; 

5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan bupati 

di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik; 



6. memfasilitasi dan koordinasi bidang ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang­

undangan; 

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas tentang ketatalaksanaan dan pelayanan publik sebagai 

wujud pertanggungjawaban ;dan 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

32. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Kinerja Aparatur dan 

Kepegawaian 

a . Ringkasan Togas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebija.kan, mengkoordinas ikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan tentang penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, peningkatan kapasitas pendayagunaan 

aparatur, pembinaan budaya kerja dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian pada Sekretariat Daerah. 

b . Uraian Togas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, peningkatan kapasitas pendayagunaan 

aparatur, pembinaan budaya kerja dan pengelolaan 

kepegawaian pada Sekretariat Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas kinerja aparatur dan kepegawaian; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan di 

bidang Budaya Kerja; 

5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan di 

bidang kinerja aparatur dan kepegawaian; 

6. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 



7. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian pad.a Sekretariat 

Daerah; 

8 . melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas kinerja aparatur dan kepegawaian sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan Iain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

33. Nama Jabatan Kepala Bagian Umum 

a. Ringkasan Tugas 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang 

tata usaha, rumah tangga pimpinan, perlengkapan dan pemeliharaan 

serta keuangan pada Sekretariat Daerah. 

b . Uraian Tugas : 

1. merumuskan konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan 

meliputi ketatausahaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris 

Daerah, Asisten dan Staf Ahli, rumah tangga pimpinan dan 

Sekretariat Daerah serta keuangan pada Sekretariat Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan, rumah tangga 

pimpinan dan keuangan pada Sekretariat Daerah; 

3. mendistribusikan dan mengarabkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas habis; 

4. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga 

pimpinan dan keuangan pada Sekretariat Daerab; 

5 . melaksanakan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana 

kegiatan Pemerintah Daerah; 

6. menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan 

pimpinan pada Sekretariat Daerah; 

7. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan 

kantor dan gedung, rumah dinas, dan kendaraan dinas; 

8. menyelia pengelolaan administrasi dan pembinaan aparatur 

meliputi ketatausahaan, rumah tangga pimpinan dan keuangan 

pada Sekretariat Daerah; 



9. mengarahkan dan menilai ki'lerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kcrja bawahan untuk mernacu prestasi kerja; 

10. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas ketatusahaan, rumah tangga dan keuangan sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

34. Narna Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Ringkasan Tugas 

Menyiapkan bahan peru.musan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan bidang tata usaha meliputi ketatausahaan Bupati, Wakil 

Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, pengelolaan 

kearsipan, dokumen, dan administrasi perkantoran, penyelen ggaraan 

rapa(japat dinas dan perjalanan dinas pegawai dan pimpinan. 

b. Uraian Togas : 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, :~am kerja dan 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

kegiatan dalam bidang ketatausahaan Bupati, Wakil 

Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli; 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas administrasi ketatausahaan, 

kearsipan dan surat,- ~ nyurat; 
/ 

membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

menyiapkan bahan penyusunan pengkoordinasian bidang 

ketatausahaan, kearsipan dan surat41nenyurat; 

menyiapkan bahan pembinaan ~ strasi dan aparatur 

bidang ketatausahaan, kearsipan dan sur~ enyurat; 

melaksanakan P.i9~lolaan administrasi ketatau sahaan, 

kearsipan dan sur~ enyurat; 

melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas 

pegawai dan pimpinan pada Sekretariat Daerah; 



8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas ketatausahaan sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

35. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan 

Perlengkapan 

a. Ringkasan Togas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang 

pengelolaan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat 

Daerah, pemeliharaan dan perawatan rumah dinas dan kendaraan 

operasional dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah serta 

perawatan dan pemeliharaan gedung dan barang inventaris dan 

pengelolaan kebersihan clan pertamanan di lingkungan kantor 

Sekretariat Daerah clan rumah dinas serta Wisma Praja. 

b. Uraian Togas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan dalam bidang pengelolaan rumah tangga Bupati, 

Wakil Bupati clan Sekretariat Daerah, pemeliharaan dan 

perawatan rumah dinas dan kendaraan operasional dinas 

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah, perawatan, 

pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor dan barang 

inventaris; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan dan pengelolaaan dibidang rumah tangga; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyiapkan bahan pembinaan administrasi dan aparatur 

bidang perlengkapan dan pemeliharaan; 

5. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan 

Pemerintah Kabupaten; 

6. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perlengkapan 

gedung kantor dan barang inventaris; 

7. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan 

rumah tangga pimpinan pada Sekretariat Daerah; 



8. mclaksanakan pcngclolaan kcbcrsihan dan pcrtarnanan di 

lingkungan kantor Sckretariat Dacrah, rumah dines Bupati, 

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Wisma Praja; 

9 . mclaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pclaksanaan 

tugas pelaksanaan dan pengelolaan tentang kerumah tanggaan 

sebagai wujud pertanggungjawaban;dan 

10. mela.ksana.kan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

36. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan 

a. Ringkasan Togas 

Menyiapkan bahan perumu~an kebijakan, mengkoordinasikan, 

mela.ksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan dalam bidang pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dan 

perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah. 

b. Uraian Tugas : 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan di bidang pengelolaan anggaran dan perbendaharaan di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 

2. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi 

keuangan Sekretariat Daerah; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4 . memeriksa, meneliti dan mengoreksi RKA dan perubahan RKA, 

pergerseran anggaran serta Rancana~ Dok:umen Pelaksanaan 
'-7 ... -~ Anggaran dan DPA perubahan dari masin~ asing kegiatan 

pada Sekretariat Daerah; 

5. melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penyediaan dana, 

permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, 

verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai 

dengan peraturan dangan untuk tertib 

administrasi; 

6. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah; 



7. 

8. 

memfasilitasi pelaksanaan administrasi pengelolaan kegiatan 

masing - masing bagian pada Sekretariat Daerah; 

mela.ksana.kan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pengelolaan keuangan sebagai wujud 

pertanggungjawaban;dan 

9. mela.ksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

37. Nama Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

a. Ringkasan Togas 

Mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang 
"\ 

peraturan perundang(: undangan, bantuan hukum dan hak asasi 

manusia serta informasi dan dokumentasi hukum. 

b. Uraian Togas : 

1. merumuskan konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan 

bidang hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi peraturan 

perundang -undangan, bantuan hukum dan hak asasi 

manusia serta informasi dan dokumentasi hukum; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pelaksanaan tugas bidang hukum dan hak asasi 

manusia meliputi peraturan perundang-undangan, bantuan 

hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan 

dokumentasi hukum; 

3. mendistribusikan dan mengarahkan tugas bawahan sesuai 

dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip 

pembagian tugas habis; 

4. melaksanakan koordinasi kebijakan pelayanan penyusunan 

produk hukum Daerah melalui penelaahan rancangan produk 

hulrum Daerah yang diajukan oleh perangkat Daerah, 

penelaahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

yang berkaitan dengan rancangan produk hukum Daerah, 

penyusunan daftar rancangan Peraturan daerah yang akan 

diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/ atau 

penyusunan konsep jawaban eksekutif terhadap pandangan 



umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang 

bcrkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 

5. menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum dan hak asasi 

manusia kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah 

Daerah meliputi penelitian berkas perkara atau scngketa yang 

ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah 

daerah, dan_J atau penelitian konsep (eran7' Memorandum of 

Understanding Daerah dan / atau yang sejenis yang 

ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah; 

6. melaksanakan pengajuan pengundangan, pendokumentasian 

dan penyebarluasan produk hukum Pemerintah Daerah 

meliputi pengkoreksian konsep pengundangan produk hukum 

Daerah dalarn Lembaran Daerah dan Serita Daerah, 

pendokurnentasian produk hukum Daerah, penggandaan dan 

penyebarluasan produk hukum daerah, dan/ atau pengelolaan 

sistem jaringan informasi dan doumentasi hukum; 

7. melaksanakan pengkajian aspek hukum terhadap pengajuan 

izin dengan membandingkan ketentuan yang berlaku dengan 

kondisi pengajuan ijin; 

8. menyelia pengelolaan pembinaan administrasi dan aparatur 

dalarn pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang ~ 
../ 

undangan, 

penelaahan 

bantuan hukum dan hak asasi manusia, 

dan dokumentasi hukum kepada seluruh 

perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas; 

9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 

kerja; 

10. pembinaan hukum di bidang peraturan perundang-undangan, 

bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan 

dokurnentasi hukum; 

11. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 

12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas bidang hukum dan hak asasi manusia meliputi peaturan 

perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia 

serta informasi dan dokumentasi hukum;dan 



13. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

38. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang 

Undangan 

a. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan bidang penyusunan produk hukum daerah, penelaahan 

rancangan produk hukum Daerah, pengajuan nomor registrasi 

Peraturan Daerah, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Daerah, 

dan pembinaan hukum di bidang peraturan perundan/ -.,/ 

undangan. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan dalam penyusunan produk hukum Daerah, 

pengajuan Nomor registrasi Peraturan Daerah, dan evaluasi 

dan klarifikasi produk hukum Daerah; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam tugas penyusunan produk hukum Daerah, 

penelaahan rancangan produk hukum Daerah, pengajuan 

nomor registrasi peraturan Daerah, dan evaluasi dan 

klarifikasi produk hukum Daerah; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. memeriksa hasil rancangan produk hukum Daerah yang 

telah diajukan Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku 

agar diperoleh produk hukum Daerah yang efektif dan 

berkualitas; 

5. menyusun bahan konsep jawaban eksekutif terhadap 

pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan yang berkaitan dengan pembahasan rancangan 

peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku; 



6. 

7 . 

8 . 

menelaah rancangan produk hukum Daerah yang diajukan 

oleh perangkat Daerah pemrakarsa ke bagian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sesuai dengan metode, prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelalesanaan 

tugas penyusunan dan perancangan produk hukum Daerah 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

menyiapkan bahan pembinaan hukum di bidang peraturan 

perundang-undangan; 

9 . membantu Kepala bagian Hukum dan Hale Asasi Manusia 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia;dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

39. NamaJabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

a. Ringkasan Tugas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang bantuan hukum 

dan hak asasi manusia meliputi penyelesaian permasalahan hukum 

bagi aparatur perangkat Daerah dan aparatur pemerintah desa, 

mediasi penyelesaian sengketa hukum secara ligitasi non ligitasi 

pendampingan penyelesaian kasus tata usaha n egara, perdata, dan 

penelaahan perjanjian, Memorandum of Understanding Daerah 

dan/atau yang sejenis, pembinaan hukum di bidang tata usaha 

negara, clan penyuluhan dalam rangka mendukung penegakan 

hukum dan hak asasi manusia. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan program kerja dan kegiatan dalam bidang 

bantuan hukum dan hale asasi manusia meliputi penyelesaian 

permasalahan hukum bagi aparatur perangkat Daerah dan 

aparatur pemerintah desa, mediasi penyelesaian kasus tata 

usaha negara darB.-, penelaahan perjanjian, Memorandum 

of Understanding Daerah dan / atau yang sejenis, penyuluhan 



dalam rangka mendukung penegakan hukum dan hak asasi 
manusia; 

2. melaksanakan koordjnasi dengan perangkat Daerah terkait 

dalam pela.ksanaan tugas dalam penyelesaian permasalahan 

hukum bagi aparatur perangkat Daerah dan aparatur 

pemerintah desa, mediasi penyelesaian sengketa hukum secara 

ligitasi / non ligitasi, pendampingan penyelesaian kasus tata 

usaha negara dan ed ta, penelaahan perjanjian, Memorandum 

of Understanding Daerah dan / atau yang sejenis, penyuluhan 

dalam rangka mendukung penegakan hukum dan hak asasi 

manusia; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum 

dan hak asasi manusia kepada aparatur perangkat Daerah dan 

aparatur pemerintah desa; 

5. menyusun bahan konsep hukum terkrut dengan pelayananan 

bantuan hukum terhadap aparatur perangkat Daerah dan 

aparatur pemerintah desa; 

6. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan bantuan hukum terhadap 

aparatur perangkat Daerah dan aparatur pemerintah desa; 

7. menelaah konsep perjanjian, Memorandum of Understanding 

Daerah dan / atau yang sejenis yang ditandatangaru oleh 

Bupati atau Sekretaris Daerah; 

8 . melaksanakan penyuluhan dalam rangka mendukung 

penegakan hukum dan hak asasi manusia; 

9. menyiapkan bahan pembinaan hukum di bidang tata usaha 

negara; 

10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tu.gas pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia; 

11. membantu Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dalam pelaksanaaan tugas dan fungsi di Bagian Hukum dan 

Hak Asasi manusia;dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perinta.h atasan 

sesuai dengan tugasnya. 



40. Na.ma Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokwnentasi Hukurn 

a. Ringkasan Tugas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evalua si dan 

pelaporan dalam bidang pengelolaan sistem jaringan dokumentasi 

produk hukum, publikasi dan sosialisasi produk hukum serta 

pelayanan informasi produk hukum Daerah kepada perangkat 

Daerah, pemerintah desa dan masyarakat tentang produk hukum 

Daerah, pembinaan hukum di bidang dokumetasi produk hukum 

Daerah dan kajian / penelaahan kesesuaian produk hukum Daerah 

dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih 

tinggi. 

b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program kerja dan 

kegiatan dalam pengelolaan sistem jaringan dok:umentasi 

produk hukum, publikasi dan sosialisasi produk hukum 

serta pelayanan inforrnasi produk hukum Daerah kepada 

perangkat Daerah, pemerintah desa dan masyarakat ten tanl 

produk hukum Daerah dengan Pera turan perundang___-J 

undangan yang lebih tinggi; 

2. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah 

terkait dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sistem jaringan 

dokumentasi produk hukum; 

3. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4 . menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan 

dokumentasi produk hukum, publikasi dan sosialisasi produk 

hukum serta pelayanan inforrnasi produk hukum Daerah; 

5 . melaksanakan pengkajian terhadap produk hukum Daerah 

yang telah berlaku; 

6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian aspek hukum 

terhadap pengajuan izin, sesuai dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan dan prosedur yang berlaku; 

6. memfasilitasi pelaksanaan pengundangan dan 

pendokumetasian dan penyebarluasan produk huktun Daerah, 

sesuai dengan peraturan perundang undangan; 



7. menyiapkan bahan pembinaan hukum di bidang dokumentasi 

produk hukum Daerah; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pclaksanaan 

tugas infonnasi dan dokumentasi hukum sebagai wujud 

pcrtanggung jawaban; 

9. membantu Kepala Bagian Hukum dan Hale Asasi Manusia 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

41. Nama Jabatan Staf Ahli Bidang Hukum 

a. Ringkasan Tugas 

Memberikan telaahan mengenai hukum meliputi produk hukum 

negara, produk hukum Daerah serta dasar hukum berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas atau urusan Pemerintah Daerah, agar terwujud 

kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat. 

b. Uraian Tugas 

1. menyusun telaahan dan rekomendasi bidang hukum beserta 

alternatif pemecahannya; 

2. mengumpulkan bahan dan mengolah data pelaksanaan 

urusan atau tugas pemerintah Daerah di bidang hukum; 

3. menganalisa permasalahan pemerintah Daerah mengenai 

hukum setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah; 

4. memantau pelaksanaan urusan tugas pemerintahan Daerah 

bidang hukum mengenai produk hukum negara, produk 

hukum Daerah serta dasar hukum berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas atau urusan Pemerintah Daerah; 

5. melaksanakan tugas berkaitan dengan rapat, seminar dan 

sejenisnya yang diperintahkan oleh Bupati;dan 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupati. 


